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Pemenuhan yang inklusif dan utuh sangat penting 
untuk kesejahteraan setiap orang atas HKSR. 
Pemenuhan HKSR juga merupakan prasyarat untuk 

mencapai keadilan gender. HKSR tidak dapat diisolasi 
sebagai isu kesehatan belaka. Tidak terpenuhinya hak ini 
dapat berdampak pada ketidakberdayaan dan masuknya 
perempuan ke dalam berbagai lingkaran setan, seperti 
tercerabutnya akses pendidikan, kerja, kesehatan, 
kerentanan atas kekerasan seksual, kekerasan dalam 
rumah tangga, dan lain sebagainya. 

Hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) adalah 
isu feminisme dan HAM. Sejumlah sarjana feminis percaya 
bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa kapasitas 
reproduksi perempuan telah digunakan sebagai 
alat untuk menindas perempuan. Untuk menjamin 
kesetaraan gender, otonomi dan kebebasan reproduksi 
menjadi inti perjuangan hak reproduktif (Collins 1987). 
Perjuangan feminis telah membawa capaian diakuinya 
HKSR sebagai hak yang harus dilindungi secara global. 
Sejak diadopsinya ICDP oleh 179 negara di dunia tahun 
1994, HKSR adalah hak yang harus dilindungi oleh setiap 
negara yang meratifikasi ICDP, termasuk Indonesia. 
Kesetaraan dalam kesehatan reproduksi meliputi 
akses layanan kesehatan yang tanpa diskriminasi dan 
terjangkau terjangkau, kontrasepsi yang berkualitas 
termasuk kontrasepsi darurat (UHHCR 2017). Kendati 
demikian, hampir 30 tahun sejak saat itu masih terdapat 
banyak hambatan bagi perempuan, anak, dan kelompok 
rentan lainnya untuk mengakses HKSR. 

UNFPA dalam laporannya program 2018--2023 di 
Indonesia menyatakan bahwa tahun 2018 Indonesia 
menghadapi sejumlah tantangan terkait penyediaan 
layanan kesehatan seksual dan reproduksi secara merata. 
Setidaknya ada beberapa isu yang menjadi tantangan 
utama, yaitu kematian ibu dan kualitas pelayanan 
kesehatan yang tidak optimal; kebutuhan KB yang tidak 
terpenuhi; kehamilan remaja serta kurangnya akses 
terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan 
reproduksi; dan kekerasan berbasis gender serta praktik 
berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan 
(UNFPA 2023). Seluruh persoalan ini terus direproduksi 
di Indonesia karena implementasi dari HKSR sering 
kali ditolak dengan membenturkannya dengan nilai 
agama dan budaya (UNHCR 2017), menghasilkan 
eksklusi perempuan dari mendapatkan penyelamatan 
nyawa, perawatan, obat-obatan, dan informasi yang 

komprehensif terkait seksual dan reproduksi. Artinya, 
perjuangan reproduksi berbasis hak saja tidak cukup. 

Dalam diskursus reproduksi dan seksual, telah 
terjadi pergeseran paradigma. Perjuangan awal dimulai 
dari desakan atas akses kesehatan, bergerak pada 
tataran desakan hak reproduksi yang berfokus pada 
kebebasan reproduksi perempuan melalui sistem 
hukum. Kerangka hak telah memberikan sumbangan 
besar bagi keadilan gender dalam reproduksi, isu yang 
diperdebatkan mencakup hak aborsi, pendidikan seks, 
dan perencanaan keluarga. Kerangka ini memungkinkan 
gerakan feminisme di seluruh dunia untuk mendesak 
tanggung jawab negara atas HKSR perempuan. Namun 
demikian, efektivitas hukum yang berlaku dalam jaminan 
hak reproduksi tidak secara proporsional melihat 
bahwa ada persoalan interseksional dalam kerangka 
pembahasannya. Penegakan hak reproduksi harus 
dibarengi bersamaan dengan perjuangan keadilan sosial 
(Pacia 2020; Ross 2017). Jika tidak, maka yang terjadi 
adalah pertama, hadirnya kebijakan HKSR yang tidak 
akomodatif dan diskriminatif terhadap perempuan. 
Kedua, sekalipun telah ada aturan yang membawa 
ide atau peluang pemenuhan HKSR, namun pada 
implementasinya, perempuan akan tetap sulit atau 
bahkan tidak dimungkinkan mengaksesnya karena nilai 
dan praktik institusi dan komunitas setempat. Menurut 
Ross (2017), relasi antara ras, kelas, identitas gender, 
disabilitas, masyarakat adat, keragaman gender, dan 
identitas lainnya perlu diperiksa bersamaan dengan hak 
reproduksi (2017). 

Persoalan seperti aborsi, kontrasepsi, HIV/AIDS, 
praktik budaya yang berbahaya, dan kekerasan berbasis 
gender adalah beberapa isu keadilan reproduksi 
yang diangkat dalam Jurnal Perempuan edisi 114 
menggunakan matra feminisme. Di dalam keadilan 
reproduktif dan di dalam JP 114 ini, isu aborsi adalah isu 
penting dalam perjuangan feminisme sebab persoalan, 
seperti kriminalisasi aborsi, ketidaktersediaan layanan 
aborsi, dan stigma masyarakat adalah isu yang selalu 
berkelindan di dalamnya, seperti Lidwina Inge dalam 
artikelnya membahas tentang bagaimana aborsi 
dipersepsikan dalam Pasal 463 KUHP Baru yang 
dibandingkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan melalui perspektif hukum feminis dalam 
2 putusan MA. Maria Ulfah Anshor mempersoalkan 
mengenai hak korban kekerasan seksual terhadap akses 
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aborsi. Menurutnya, hukum dan pemahaman agama 
bermasalah sebab tidak memiliki logika keberpihakan 
pada korban. Yogi Paramitha Dewi mengkaji 
pengaturan aborsi sebagai bagian dari hak kesehatan 
seksual dan reproduksi melalui lensa feminisme dengan 
membedah derajat pengakuan atas integritas tubuh, 
personhood, kesetaraan, dan keberagaman perempuan. 
Abby Gina Boang Manalu & Asri Pratiwi Wulandari 

merefleksikan secara kritis dengan lensa feminisme 
tentang situasi ketidakadilan reproduktif dalam isu 
aborsi di Indonesia berdasarkan pengetahuan aktivis 
perempuan yang mengadvokasi HKSR. Selain isu aborsi, 
edisi ini juga secara kritis membincang keterkaitan antara 
Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual dalam Kerapuhan 
Sistem Pangan Komunitas di Perdesaan Indonesia, 
khususnya di Desa Darim dengan menggunakan lensa 
ekologi politik feminis di dalam artikel Widya Hasian 
Situmeang, Fairuz Rafidah Aflaha, & Wahyu Ridwan 
Nanta. Edisi ini juga membincang tentang pemenuhan 

HKSR dalam konteks Papua yang melingkupi isu-isu 
spesifik, seperti KTD, HIV/AIDS, dan kekerasan terhadap 
perempuan, penelitian ini ditulis oleh Desintha Dwi 
Asriani, Godefridus Samderubun, & Eling Wening 
Pangestu. Topik lain yang juga amat penting dan terjadi 
di Indonesia adalah praktik budaya yang berbahaya 
bagi perempuan. Adinda Putri Kirana Lutfi & Sri 
Lestari Wahyuningroem memeriksa persoalan sunat 
perempuan di Banten berbasis pada kritik politik 
identitas. Pemikiran Okin (1989) dan Young (1990) 
dipakai sebagai alat untuk memeriksa ketimpangan 
dalam tradisi tersebut. 

Seluruh penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan 
reproduktif adalah isu yang berkelindan antara kesehatan, 
hak, dan budaya. Ia dibangun berdasarkan perjuangan di 
tingkat lokal, nasional, dan global yang mengakomodasi 
situasi-situasi ketidakadilan reproduktif yang amat plural. 
Penelitian ini bertujuan memperkaya diskursus HKSR dan 
Keadilan Gender di Indonesia (Abby Gina). 
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Tubuhku, Bukan Milikku: Pasal 463 KUHP Baru Ditinjau 
dari Perspektif Hukum Feminis

My Body Is Not Mine: Analysing the Article 463 of Indonesia’s New 
Penal Code from the Feminist Legal Perspective 

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 1, April 2023, hlm. 1—10, 18 daftar 
pustaka 

This article discusses abortion as perceived in Article 463 of the New 
Criminal Code as compared to Law No. 36 of 2009 concerning Health. 
This article is analyzed using the feminist legal perspective. To illustrate 
the state’s intervention on women’s reproductive health issues in 
terms of abortion, two cases obtained from the search results of the 
Supreme Court’s decision directory are included. Article 463 of the New 
Criminal Code does not provide access for abortion in the context of 
the health condition of pregnant women as stipulated in the Health 
Law. Then in the explanatory part of the article, it tends to narrow the 
concept of sexual violence where abortion is only allowed to be carried 
out by victims of sexual violence in the form of sexual exploitation/
forced prostitution. The findings of this research is that the law does 
not accommodate women’s experience as a whole, and the fact that 
pregnancy can occur after a single case of rape. Furthermore, the law 
does not accommodate the necessity of abortion for pregnant women 
in emergency health condition.   The government and the legislative 
should produce regulations which accomodate women’s unique 
experience, especially in terms of reproductive rights issues.

Keywords: unwanted pregnancy, abortion, feminist legal perspective, 
health reproduction

Artikel ini membahas bagaimana aborsi dipersepsikan dalam Pasal 
463 KUHP Baru yang dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Analisis pasal ini menggunakan 
perspektif hukum feminis. Sebagai ilustrasi intervensi negara 
terhadap masalah kesehatan reproduksi perempuan dalam hal aborsi, 
disertakan dua kasus yang diperoleh dari hasil penelusuran direktori 
putusan MA. Pasal 463 KUHP Baru tidak memberi akses aborsi dalam 
konteks pertimbangan kesehatan ibu hamil sebagaimana diatur 
dalam UU Kesehatan. Bagian penjelasan pasal tersebut cenderung 
mempersempit pengertian kekerasan seksual bahwa aborsi hanya 
diperbolehkan untuk korban kekerasan seksual berbentuk eksploitasi 
seksual yaitu prostitusi paksa. Temuan kajian ini adalah aturan hukum 
tidak mengakomodasi pengalaman perempuan secara keseluruhan 
bahwa kehamilan bisa terjadi karena satu kali perkosaan. Kemudian, 
pasal ini juga tidak mengakomodasi kebutuhan aborsi bagi ibu hamil 
yang mengalami kondisi kesehatan darurat. Penting agar pemerintah 
dan lembaga legislatif dapat menghasilkan peraturan yang lebih 
mengakomodasi pengalaman perempuan yang khas, khususnya dalam 
isu hak reproduksi.

Kata kunci: kehamilan tidak diinginkan, aborsi, perspektif hukum 
feminis, kesehatan reproduksi
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Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam 
Kerapuhan Sistem Pangan Komunitas di  

Perdesaan Indonesia

Fulfillment of Sexual and Reproductive Health and Rights in the 
Fragile Community Food Systems in Rural Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 1, April 2023, hlm. 11—23, 1 tabel, 54 
daftar pustaka 

Women’s authority over their bodies is often ignored due to limited 
choices and access to resources. This study intends to photograph 
the failure of development governance, especially in the food and 
environmental sectors, which places women as the exploited party. 
This research uses the concept of feminist ecology as a rationale in 
studying women’s experiences and their relation to the fragility of the 
food system. The research method used in this research is a qualitative 
approach through in-depth interviews and observations in the area 
of ​​Kampung Darim which is uniquely divided into the territories of 
Kendayakan Village and Puntang Village with a food-agricultural 
ecosystem background in Indramayu Regency, West Java. These two 
villages are one of the food barn areas and have a high tendency for 
the practice of early marriage to occur. The results of the study show 
that the commodification of natural resources, especially food, tends 
to reduce the function of food production to fulfilling daily needs. 
More than that, it also ignores cultural practices that are closely tied to 
the food system. This paper intends to raise the experience of women 
who are vulnerable to exploitation due to the failure of the food 
system. Apart from experiencing exploitation as a result of failure to 
manage natural resources, rural women in this study are also a group 
at high risk of experiencing sexual and reproductive health threats. 
The development of the food system needs to be improved by placing 
women as equal subjects.

Keywords: exploitation, reproduction health, woman, food system 

Otoritas perempuan terhadap tubuhnya kerap diabaikan akibat 
terbatasnya pilihan dan akses terhadap sumber daya. Penelitian ini 
bermaksud memotret kegagalan tata kelola pembangunan khususnya 
pada sektor pangan dan lingkungan yang menempatkan perempuan 
sebagai pihak yang mengalami eksploitasi. Penelitian ini menggunakan 
konsep ekologi feminis sebagai dasar pemikiran dalam mempelajari 
pengalaman perempuan dan kaitannya dengan kerapuhan sistem 
pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah 
pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi di 
wilayah Kampung Darim yang uniknya terbagi menjadi wilayah teritori 
Desa Kendayakan dan Desa Puntang dengan latar belakang ekosistem 
pertanian pangan pada Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kedua 
desa ini merupakan salah satu wilayah lumbung pangan dan memiliki 
kecenderungan praktik pernikahan dini masih tinggi. Hasil penelitian 
menunjukkan komodifikasi sumber daya alam, khususnya bahan 
pangan, cenderung mereduksi fungsi produksi bahan pangan menjadi 
sebatas pemenuhan kebutuhan harian. Lebih dari itu, hal tersebut 
juga mengabaikan praktik budaya yang terikat erat dengan sistem 
pangan. Tulisan ini bermaksud mengangkat pengalaman perempuan 
yang rentan mengalami eksploitasi akibat kegagalan sistem pangan. 
Selain mengalami eksploitasi sebagai akibat kegagalan pengelolaan 
sumber daya alam, perempuan perdesaan pada studi ini juga menjadi 
kelompok yang berisiko tinggi mengalami ancaman kesehatan seksual 
dan reproduksi. Pembangunan sistem pangan perlu diperbaiki dengan 
menempatkan perempuan sebagai subjek setara.

Kata kunci: eksploitasi, kesehatan reproduksi, perempuan, sistem 
pangan
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Sexual Violence: Intertwined between Legal and Religious Norm

Kode Naskah: DDC 305
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Sexual violence experienced by women with a variety of experiences is at 
the risk of not being recognized by the public, even by law enforcement 
officials who are not conscious of a victim’s perspective. This shows that 
there is a ‘big’ problem related to the public’s perspective on legal norms 
which makes its implementation conflicting with the constitution 
which guarantees rights and access to justice for women as citizens. 
This problem is also supported by an interpretation of religion that is 
not in favor of victims of sexual violence. This research is carried out to 
ensure that women who became victims of rape have access to justice 
in safe abortion services guaranteed by the constitution and religion 
(Islam). This is the novelty of this research, which is expected to fill in the 
gaps in a number of previous studies. The research methodology uses a 
descriptive qualitative approach.

Keywords: sexual violence, gender conscious religious interpretation, 
gender conscious law, women rape victim, comprehensive abortion 
care

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dengan ragam 
pengalamannya rentan tidak dikenali oleh publik bahkan oleh aparat 
penegak hukum yang tidak memiliki perspektif korban. Hal tersebut 
menunjukkan ada masalah ‘besar’ terkait cara pandang publik terhadap 
norma hukum sehingga implementasinya bertolak belakang dengan 
konstitusi yang menjamin hak dan akses keadilan bagi perempuan 
sebagai warga negara. Masalah ini turut didukung dengan pemahaman 
agama yang tidak berpihak pada korban kekerasan seksual. Penelitian 
ini dilakukan untuk memastikan bahwa  perempuan korban perkosaan 
memiliki akses keadilan dalam pelayanan aborsi aman yang dijamin oleh 
konstitusi dan agama (Islam). Hal tersebut merupakan kebaruan dari 
penelitian ini yang diharapkan bisa mengisi kekosongan dari sejumlah 
penelitian sebelumnya. Metodologi penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. 

Kata kunci: kekerasan seksual, pemahaman agama berperspektif 
gender, hukum berperspektif gender, perempuan korban perkosaan, 
pelayanan aborsi komprehensif
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Tradisi Masyarakat Budaya (Studi Kasus: Sunat  

Perempuan di Banten)

Opression and Power Over Women’s Body in the Tradition  
of Cultural Society (A Case Study: Female Genital  

Mutilation in Banten)

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 1, April 2023, hlm. 37—47, 19 daftar 
pustaka 

This article discusses female genital mutilation which is generally 
based on the traditions and culture of the society, passed down 
from generation to generation, and strengthened through religious 
teachings. The practice of female circumcision is strongly related to 
sexual control and forms of power exerted over women. This study aims 
to examine the form of oppression experienced by women in cultural 
groups through a case study of female genital mutilation in Banten and 

its impact on the recognition of women’s rights in indigenous peoples. 
In particular, this study elaborates on the theoretical framework of 
forms of oppression against women in the context of the politics of 
recognition of cultural group identity in Banten. The research paradigm 
used is qualitative research methods and in-depth interview. The results 
of data analysis using the Interpretative Phenomenological Analysis 
(IPA) method show that there are two forms of oppression that occur 
in the practice of female circumcision in Banten, namely powerlessness 
and violence. These forms of oppression are the impact of women’s 
weakening in the practice of female genital mutilation which is one of 
the negative implications of the politics of recognition of cultural group 
identity in Indonesia.

Keywords: oppression, the politics of recognition, female genital 
mutilation

Artikel ini membahas sunat perempuan yang pada umumnya 
didasarkan pada tradisi dan budaya masyarakat, diturunkan dari 
generasi ke generasi, dan diperkuat melalui ajaran agama. Pelaksanaan 
sunat perempuan sangat kuat kaitannya dengan kontrol seksual dan 
bentuk kuasa terhadap perempuan serta melahirkan opresi. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengkaji bentuk opresi yang dialami perempuan 
dalam kelompok budaya melalui studi kasus sunat perempuan di 
Banten dan dampaknya pada pengakuan hak perempuan dalam 
masyarakat adat. Secara khusus, kajian ini mengelaborasi opresi 
terhadap perempuan dalam konteks politik pengakuan identitas 
kelompok budaya di Banten.   Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Dengan 
menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), atau 
analisis interpretasi fenomenologis, penelitian ini menunjukkan 
bahwa terdapat dua bentuk opresi yang terjadi dalam praktik sunat 
perempuan di Banten, yaitu pelemahan (powerlessness) dan kekerasan 
(violence). Bentuk opresi tersebut merupakan dampak pelemahan 
perempuan dalam praktik sunat perempuan, yang menjadi salah satu 
implikasi negatif dari politik pengakuan identitas kelompok budaya 
yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci: opresi, politik pengakuan, sunat perempuan
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Women’s Right to Sexual and Reproductive Health: A Comparative 
Study of Abortion Legal Frameworks in Nepal and Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 1, April 2023, hlm. 49—60, 1 tabel, 46 
daftar pustaka 

The fulfillment of women’s sexual and reproductive health and rights 
remains challenging, especially concerning one of its most controversial 
issues, namely abortion. While the maternal deaths caused by unsafe 
abortion continue to be a concern, many countries retain repressive 
laws by banning abortion which has often been influenced by moral 
and religious reasons. This article aims to examine the abortion legal 
framework as part of sexual and reproductive health and rights through 
the lens of feminism by dissecting the degree of recognition of bodily 
integrity, personhood, equality, and diversity of women. Through a 
comparative approach between Indonesia and Nepal, this paper argues 
that Nepal’s abortion regulation has a stronger recognition of women’s 
bodily integrity, personhood, equality, and diversity in its abortion legal 
framework compared to Indonesia. Therefore, Nepal’s experience in 
regulating abortion can serve as an inspiration for Indonesia in ensuring 
women’s sexual and reproductive health and rights.

Keywords: sexual and reproductive rights, abortion law, women, Nepal, 
Indonesia
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Pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan 
masih menjadi sebuah tantangan, terutama yang menyangkut isu 
yang paling kontroversial yaitu aborsi. Meski kematian perempuan 
yang disebabkan oleh aborsi tidak aman terus menjadi kekhawatiran, 
pelarangan aborsi di berbagai negara masih terus dipertahankan 
dengan alasan-alasan moral dan agama. Tulisan ini bertujuan untuk 
mengkaji pengaturan aborsi sebagai bagian dari hak kesehatan 
seksual dan reproduksi melalui lensa feminisme dengan membedah 
derajat pengakuan atas integritas tubuh, personhood, kesetaraan, dan 
keberagaman perempuan. Melalui pendekatan perbandingan antara 
Indonesia dan Nepal, tulisan ini berpendapat bahwa pengaturan aborsi 
Nepal memiliki pengakuan yang lebih kuat atas integritas tubuh, 
personhood, kesetaraan, dan keragaman perempuan dibandingkan 
dengan Indonesia. Oleh karena itu, pengalaman Nepal dalam mengatur 
aborsi dapat dijadikan inspirasi bagi Indonesia dalam menjamin hak 
kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.

Kata kunci: kesehatan seksual dan reproduksi, hukum tentang aborsi, 
perempuan, Nepal, Indonesia
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pustaka 

This article discusses the extent to which the SRHR narrative is 
reproduced in the Papuan context. In the process, data collection 
was carried out by combining document studies, self-reflexive, and 
interviews. The involvement of one of the researchers who is also an 
Indigenous Papuan (Orang Asli Papua – OAP) allows for self-reflection 
regarding the context and issues of SRHR in Papua. While in the 
interview process, women’s bodily experience is placed as a center for 
understanding the dynamics of reproductive health problems in the 
broader context of Papua. Specific issues such as unwanted pregnancies 
(Kehamilan Tidak Diinginkan – KTD) are key topics during the interview 
process. The results of the study show that SRHR issues among young 
people in Papua cover specific issues such as unwanted pregnancy, 
HIV/AIDS, and violence against women. However, in the exploration of 
specific topics such as KTD, it was found that there is a gap in knowledge 
and skills in understanding and translating the substance of SRHR due 
to conflicting economic issues, traditions, and changes in meaning 
around sexuality due to the influence of modernization. Therefore, the 
intersectionality framework, both theoretically and methodologically, 
has the potential to be developed for further studies to obtain a 
comprehensive mapping of the dynamics of SRHR challenges and the 
need for innovative approaches in Papua.

Keywords: SRHR, young women, gender, sexuality, Papua

Artikel ini mendiskusikan sejauh mana narasi HKSR direproduksi 
pada konteks Papua. Dalam prosesnya, pengumpulan data dilakukan 
dengan mengombinasikan studi dokumen, refleksi diri (self-reflexive), 
dan wawancara. Keterlibatan salah satu peneliti yang juga Orang Asli 
Papua (OAP) memungkinkan terjadinya refleksi diri terkait konteks dan 
isu HKSR di Papua. Sementara dalam proses wawancara, pengalaman 
ketubuhan perempuan ditempatkan sebagai pusat untuk memahami 

dinamika problem kesehatan reproduksi dalam konteks yang lebih luas 
di Papua. Isu spesifik seperti kehamilan tidak diinginkan (KTD) menjadi 
topik kunci selama proses wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa 
isu HKSR di kalangan pemuda di Papua melingkupi isu-isu spesifik, 
seperti KTD, HIV/AIDS, dan kekerasan terhadap perempuan. Namun 
dalam eksplorasi topik khusus seperti  KTD, ditemukan bahwa terdapat 
kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami hingga 
menerjemahkan substansi HKSR karena benturan isu ekonomi, tradisi, 
dan perubahan-perubahan pemaknaan seputar seksualitas akibat 
pengaruh modernisasi. Kerangka interseksionalitas baik secara teori 
maupun metodologi sangat potensial untuk dikembangkan pada 
studi lebih lanjut untuk mendapatkan pemetaan yang komprehensif 
mengenai dinamika tantangan HKSR berikut kebutuhan inovasi 
pendekatan di Papua. 

Kata kunci: HKSR, perempuan muda, gender, seksualitas, Papua 
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In Indonesia, abortion is categorized as an illegal and criminal act. 
Even though abortion due to medical indications and rape are exempt 
from criminal status, access to legal abortion is still almost impossible. 
Therefore, discussion about legal abortion and safe abortion cannot be 
done separately, for the criminalization of abortion is one of the factors 
behind unsafe abortions. Through focused discussions with 20 women 
activists representing civil society organizations who advocate for 
gender justice and SRHR in Indonesia, this research aims to document 
and reflect critically on the situation of reproductive injustice in the 
issue of abortion in Indonesia using a feminist lens. Building this 
research within the framework of reproductive justice thinking based 
on feminist praxis, we selected women activists as our informants. 
SRHR activists are the closest to and the most involved subjects in the 
feminist praxis of promoting reproductive justice, particularly on the 
issue of abortion.

Keyword: reproductive justice, intersectionality, safe abortion, legal 
abortion, feminist activism

Di Indonesia, aborsi dikategorikan sebagai tindakan yang ilegal 
dan kriminal. Meskipun aborsi karena indikasi medis dan perkosaan 
dikecualikan dari tindak pidana, akses terhadap aborsi legal tetap nyaris 
tidak dapat dilakukan.  Maka itu, diskusi terkait aborsi legal dan aborsi 
aman tidak dapat dipisahkan sebab kriminalisasi aborsi   adalah salah 
satu alasan dilakukannya aborsi tidak aman. Melalui diskusi terarah 
bersama 20 aktivis perempuan perwakilan dari Organisasi Masyarakat 
Sipil yang mengadvokasi keadilan gender dan HKSR di Indonesia, 
penelitian ini mendokumentasikan dan merefleksikan secara kritis 
dengan lensa feminisme tentang situasi ketidakadilan reproduktif 
dalam isu aborsi di Indonesia. Aktivis perempuan dipilih menjadi 
narasumber penelitian ini sebab penelitian ini dibangun dalam 
kerangka pemikiran keadilan reproduktif yang berbasis pada praxis 
feminis. Aktivis HKSR adalah kelompok yang paling dekat dan terlibat 
pada praxis feminis mendorong keadilan reproduktif, khususnya pada 
isu aborsi. 

Kata kunci: keadilan reproduktif, interseksionalitas, aborsi aman, aborsi 
legal, aktivisme feminis
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menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan 
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& Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
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